
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran...
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

7.Peraturan...
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7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 201);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1891);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita...
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefïkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
496);

2O.Keputusan...
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20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2019 Nomor 13);

22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah

Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 23);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

130);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

156);

26.Keputusan...
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
159), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.Rencana...
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4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan
dalam rangka mewujudkan visi daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya
disingkat RKP adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk
setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan...
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penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

12. Badan Perencana Pembangunan Daerah
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat
Daerah yang membidangi urusan perencanaan
daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

RPJMD.
(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun;
d. kebijakan penanganan pandemik COVID-19

di daerah.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), RKPD Tahun 2022 memuat
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai
bahan pernyusunan Rancangan Peraturan Bupati
tentang RKPD Tahun 2022.

Pasal 4...
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Pasal 4
(1) Penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

dalam RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
berpedoman:
a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD

Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025,
RPJMD Provinsi Lampung dan Program
Prioritas Nasional dalam RKP;

b. evaluasi capaian kinerja RPJM periode
sebelumnya dan renstra perangkat daerah
sebelumnya;

c. evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2020
dan rencana perangkat daerah tahun 2020;
dan

d. visi, misi dan program bupati terpilih.
(2) Program dalam RKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi bagian muatan dari
Rancangan RPJMD yang sedang disusun.

Pasal 5
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
dasar penyusunan KUA, PPAS, dan bahan
singkronisasi penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun
Anggaran 2022.

Pasal 6
(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, susunan,
strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program
yang dituangkan dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) RKPD menurut kegiatan dan sub
kegiatan yang berasal dari seluruh renja
Perangkat Daerah yang mengacu pada renstra

Perangkat...
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Perangkat Daerah dan RPJMD.
(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan

Sub kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

Pasal 7
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disajikan dengan sistematika sebagaimana

berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

BABIIII : KERANGKA EKONOMI DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH
BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8...
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Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA
Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 12

RIS SUPRIY

N 624 201001 1 012

aslinya
UKUM,

, S.H., M.H.
k I (VI/d)

tëalin ses^ia\ deng
KEPALA IA
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